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JL D T, Ho Sockarng Mo, 200
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Abstrak

Kesiatin penanaman modal i suatu tegara terkait dengan tuntutan dalam rangks
pembangunan ckonomi nasional di negara tersebut, dan pada umumnys kesulitin
atan kendala yang dihadapi adalah sama, yaifu antara Tain © kekurangafl medat,
kemampuan dalam hal teknolog, ilmu pengetalivan, pengaliman, ketrampilin din
vang terutama adulab kesiapan negara tersebul dalam menyediakin sarana dan

prasarana yang dibutubian, yaits wmﬁmiﬁmaﬁrﬁﬂmﬁwﬂﬂllﬂmﬁn
kepastian hukum dan menge kian prinsip trunsparansi . schingga penanim
mdal menaruh minat untuk menanamkan modaliya dinegars ferscbut. Kerdala
utara dalam wpeye memgerbaki lim penanarman modal sefiggs (ereapat Kim

penanaman mudal vang kondusif, adalah prinsip i 0T Ay IR
penVempuInan rnsparansi ini.

Kata Kunei : transparansi, penanarman modal, hukum penanaman modal
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A. Kajian Terhadap Propenas 2000 - 2004 [ Undang Undang Nomor 15/
200H)
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangkas
memulthkan dan meningkatkan pertumbuban ekonomi melalui peningkatan
mvestast. Pada tahap awal pemulihan, pertumbuhan ekonomi digerakakn alch
meningkatnya konsumsi - masyarakat seiring dengan penimgkatan jumlsh
penduduk di Indonesio," namun tingginya tingkat konsumsi masyarakat ini
fidak akan bertabun lama dan peraniya digantikan secara cepal oleh mvestasi,
untuk menjamin tegadinys peningkatan ckonomi secam berkelanjutan. Pada
waalnys  priovitas anvestusi adalah dari bidang ckuitas [ egquity Bared
nvestaner ), melaloi pasar modal dan kemudian berkembang ke penanamin
il asing secarn langsung [ foreign direct investment | . dengan dermikian
penanamiin  modal merupakan suntu harapan baru  pemerintab  untuk
menmngkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki perchonominn vang
ada di indoensio. Akan tetapi pemerintah Indonesia kurang memahami
keinginan / kehendak dari para investor bak invesior nasional maupun
mvestor asing, dan walsupun Indonesia telah menjadi anggots WTO sejak
tahun 1995, juga sebagai unggota APEC dan ASEAN, tetapn terkesan belum
ada niat yang serius dan sungguh-sungeuh untuk meratifikasikan peraturan-
peraturan WO tersbut dalam peraturan perundang-undangan dalum neger,
dan mengharmonisasikan Perjanjsn-perfanjian imernasional dalam peraturan
perundang-undangan  dalum  negeri.  Padshal  investor asing  sehelum
menanamkan moedalnya di Indonesia, terlebih  dahuly melakukin stwdi
kelayakan | fequibitiny study ) Peraturan Presiden | Perpros ) Momor 7 Tahun
2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004
- 2008, khuspsnya temtang peningkatin investasi dan ekspor non migas,
memiberikan  kajian  tentang  penyehah terpuruknya  perckonemign  dari

- Teddy I Scndakh , 2008, Treprloareratonsd. Petnsin Traipavansd Do Prakiod Pomrmamsios

Mesikeel it Fragdtwrvenica, Buyumedin Pubdishing Maleng. kim. 134,
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penznaman modal sejak krigis ekonomi twhun 1997, adalab jeleknya kmneno di

bhidang mvestasi, baik untuk perluasan usaha yang teleh ada . mavpun untuk

mvestasi wsiha bary, sehingga rendalinya investasi ini mempengarthi daya

saing produk Indonesia di pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri |

meningkatnya daya tarik investasi beberapa Negara Asia Timur seperi China,

Vietnam, Thailand dan Malaysia. Mencermati hasil kajian ini, maka dapat di

identifikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi daglam  peningkatin

invessasi adalah iklim investasi veng memburuk karena beberapa hal, antara

lain -

e prosedur perizinan yang ‘panjang’ dan mahal;

o rendahnyn kepastian hukum | baik transparansi nys maupun ketentuan
yung berubah-ubah §;

o kurangnya / tidak menarik nya insentif mvestasi;

o pendahmya kualitas SDM ( sumber daya mEanwsia |,

# terbutasnya infrastrukior

e kurangoys kebijakan dalam hal pengalihan whnologi dan penanam
modal."”

Prioritas utama dalam upaya penmgkatan investass i adalah pada
upaya penegakkan hukum terutama dalam transparansi perafuran perundang-
andangan demi adamya kepustion hukum di bidang mvestasi, karena dengan
adanya kepastian hukem, maka mvestor dapal memantapkan wiatnya untuk
menanamkan modalnya di Tndonesia

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2007  tentang  Rencana
Pembungunan jangka Punjang Nasional Tabun 2005 - 1025, merupakan
upays tahap berikutnya dari pemerintuh Indenesia, demi duaput memperbaiks
iklim  mvestasi, dengan mengkoordinasikan  semua unsur dalum
pembangunan, bakan saja untuk meningkatkan perckonomizn, skan tetap

juga menjamin adanys Konsigrensl  antars  pETEHCRnAan, ponganggaran,

Ul Bl 137
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pelaksanaan dan pengawasan, jupa mencitakan sinkronisasi antars pemerintah
pusal dan daerah khususnya dalam hel kebifakun di bidang investasi, dengan
mengoptimalkan sumber dayva vang sda secara efektif efisien, adil dan
berkesinambungan, melalui peran seria / partesipasi masyarnkar di sekitar
wilayah peranaman modal, Mengikutsertakan masyarakat dalm peningkatan
perckonomizn melalui kegiatan investasi ini, diswali dari PCTIVLESLITKITE
rekomendas berdasarkan hasil snsdi kclmyakan vang sesum dengan kehutuhan
masyarakat sekilar, dalam peraturan perundang-undangan schingiga dapal
memenuhi prinsip kesetarsan dan keadilan, dengan memperhatikan nsas-asas
hukum umum, yang seringkali tidak dilakukan secara serins dan sungeuh-
sungguh, hanya sekedar formalitas saja.
Konsep transparanst yang terdapat dalim WTO, ditekankan parch ;
« ada nya informasi atas hukum |, peraturan perundang-undangan  dan
kebijakan ying rebevan dan tersedia bagi publik:
* mcmberiishukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan e
hukum dan peraturan vang relevan, termisuk perubaban-perubahannya;
* menyskinkan bahwa hukum dan peraturan dilakukan secarn sernpam, tidak
memihuk dan layak, '
Akan tetapi tetap ada batasan transparansi dalam hal bertentangan dengn
kepentingan  winwm/publik, memthehayakan  Megara  khwsusnva, sy
pemesihsan luin,
B. Kajian Terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentung
Keterbukaan Informasi Pablik
Ademesia telah mencatatkan diri sebagai negara kelima di Asia dan
ke 76 itujuh puluh enam) di dunia vang secarn resmi mengadops prinsip-
msip keterbukaan informast, schingga Tndoncsia telah mensejajarkan difi
ﬁngan India, Jepang, Thailand dan Nepal, dalam hal menctapkan kerungka

" I, bl 147
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hokum  sebagni  konseBuensi  pemenuhan  hak-hak  publik  sekaligus
memperbaki citra Indenesiz di dunia internasional.

Hak imi memberikan peluang g masyvarakat untuk berperan serta
dalam pembuatan keputusan publik sekalipus melakukan kontrol fechadap
pemerintahan, sehingea diberlakukannys Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 ini, memberikan sumbangun wpaya dalam pemangkatan daya tarik
i.m.-ﬁm datam menanambkon modaknya di Indonesia, melalui Undang-Undang
ini, kamjihan untuk memberikan informasi, dokumen dun data menpadi salih
satu fangsi birokrasi pemerintahan, dan diperkunl dengan adinva sanksi-
sunksi bagi pelaku pelanggarannya, dongan batasun-batasan yvang ditetapkan
putn dalam  peraturan  perundang-undangan  vang menyengkul  kearmanan
publik dan negnm. Keterbukaan miormasi ini boken untnk * penggunaan ©
infromeasi publik, akan tetapi hanya meregulasi akses informasi publik, demi
mewujidkan “good and clean gevernance . melahai “eheck and balances
kekuasann denpan dibentuknyn Komisi Informasi schagut switu lembagi
pegarn  yang  berompgotakan 7 (jub) omng yang berasal dar unsur
pemetintal dan unsur masyarakat, dan rekrunmen-nya dilakukan secam
terhuka, jujur dan obyekiif

Akan tetapi tetup herus dicermati pelaksanean ofau implemresisi dari
Unding-Undang Keterbukaan Infromasi Publik ini, apaksh sudub sesun
dengan prinsip-prinsip yang mendasar dari suatu kebehasan miromasi, don
memang memberikan kontribusi dalam peningkatan  kegiatan investasi
dengan  tujuan adalah  perkembangan  perckonormuan secara
berkesinambungan, tanpy menimbulkan  masalah  baru,  Undang-Undung
Kererbukaan [Infromasi Publik i dikuti dengan Rancangan Undang-Undiang
Tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan nuinsa segar dalam
pengurusan dokumen penunjang klegiatan mvestus: dengan mempersingkat
prosedur pengurusan perizinan, dun hal mi mepambah daya tarik penanimisn
modal di Tndoncsia hagl pora investor, khususnya investor ssing dan dapat

menjawab tantangan nternal sekaligus cksternal di bidang investasi

Jusmal Sapictic of Vites | Volume | Nomex 2 Septombes 2004




Suaty pengembangan delam upays peningkatan dan pertaikan iklim
imvestast in, tidak terlepas dari perubalian strukiur atau reformasi i dalam
birokrasi pemerintahan sendiri, termasuk reformasi di dalam administ rasin o
dengan meningkatkan kualites SDM dan sarana prasarana seria penctapan
abur pelavanan ( SOP — Standard Operating Procedure), schingea Indonesis
betir-benar sefajar dengan Negara-negars ddi Asia Timur,

Refirmasi admintstrasi ini meliputi antars lum
* efisiensi dan efektifitas pelayinan publik:

» perhaikan birokrasi;
* adanys inovasi yang diperiikan;
» entisipasi terhadap ketdakpastian dan perubaban dalam lingkungan;

Reformasi administrass ini harus ditkuti dengan adanya peningkatan
kualitas SDM sebagai penyelenggara pekyanan publik, sckaligus tramsparansi
dalam penyelenggaraan pelayanim publik demi meningkatkan kepercavann
mudwyarakit khususnyn pelaku usaha di badang inviestasi,

C. Kajlan Daya Saing Investasi di Indonesia

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indoensia untuk
memperbaiki iklim investasi dan peninghkatan investasi di Tndonesia sepert
vang telah divraikan terdabulu, masih Belum dapat diindikasikan sebagai
suatu keberhasilon kurena masih belum dapat meyakinkin masyarakat dunia
ustha  infernasional unhuk  bersmairamai  menanamkan modalnys  di
Indenesin, sehingza percepatan pertumbuhan investasi di Indonesia menjadi
terhambat, dengan mengidentifikasi beberapy masalah antara kin - adanya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinlah Daerah yung
mengaiur  fentang  kewenangan  pemerintsh  daerah dalam mengekola
daerahnys  masmg-masing  termasuk berperan  akif dalam  penimgkatan
investasi di dacrahnya, akan tetapi peraturan perumdang -undangan  dan
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah doerah tidak sinkron dengan
pemerintal pusat karena tidak sda garis batas vang (egas dakam kewenangan,

karenn  pemerintah  pusar tidak  berhasil merumuskan suaty pedoman
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{guidelingr) yang menjadi pedoman / panduan hagi daerah untuk mencepah -
maraknya perda-perds yang  tumpang tindih  {berimasatah)  schingga
mengurngl minat investor untu menanamkan modainya dr Indonesia, Hal im
berkaitan dengan sistem hukum di Indenesia yang tidak berfungsi dengan
baik ‘sehingga pencgakkan hukom  serta  kepastian hukum  belum
terimplementasikan dalam kegiatan investasi, selwin ine heberapa mxsalah
yurig berkaitun dengan dunia usaha mulai dari usaha mikro hingga usaha
makro. terutama peranamun modal wsing melalui foreign ndirect imvesiment
maupun forefen direct investment. Birokeasi yang memhutuhkan wakm
panjang’ (kma) dan biays besar {mahal), dukut dengan kurangnay insentil
bagi investor, serta rendshnya jamman dan perlindungan  investast yang
berakitan dengan jaminan keamanan terkait adanya pemilihan umum kepala
daerah { Pemilukadi ) secara langsung vang sangat rentan akan kerssuhan,
sehingga mengurangi rasa aman dan nyaman dalam melakukan sustu wsaha di
Bidang investasi langsung  Kceberaduan  infrastrukiur  yang kurang
memadaipun menjadi sakih saty unsur yang dapal mengurangl daya tarik bagi
investor { asing ) untuk menanamian modaloya di Indonesia, pailahal daya
tarik inilah yang perly disingkatkan dalam mengantisipast Lantangan chksternal,
i samping tantangan internal seperti yang felah disraikan dalam kajian
terdahub,

Tidak jelasnya “Blue Print”  kebijakan di bidang investas naswoil
yang selalu berubah seiring dengan pergunizin Kepals Negara yang terpilih
atau pergangian resim pernerintahan, schingga banyak investor nisIOm| yang
lehih memilih menanamkan modalnya di negasa lain yung lebih atrakut dan
proaktf terhadap parea investor mi,

Penurunan daya tarik [ndonesia sebagm Negara tujuan mvestasi i
denpan berbagai masalah tersebul diatas, keselurubaneya terpusal pada
kurangnya keseriusan  pemenintal dalam meng-implementasikan  prinsip
transparinsi dalam penerapan afuran / ketennen vang diberlakukan terkait

dengan penanaman modal / investasi batk Tangsung maupun tiduk langsung,.
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I

Sebenarnys, secara alamiah, ada bebernpa kelebihan Indonesin guna
menjawab tantingan ekstemal o, anbs i
* tielimpahnys sumber daya alam / kekayaan alam vang melimpah dan
belwin dicksplorass;
* letak geografis kepulauan Indonesin vang beradn diantara 2 benua dan 2
samadera sangatlah strategis dalam duna perdagangan intemasional;
*  pangsa pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang Lenes meningka
* pertumbuhamn penduduk ini merupakan suaty peningkatan dalam tenags
kerja yang dapat menunjung kegiatan investasi:
* kondisi cusca yang ramah sehingga produktivitas dapat lancer dan berjalan
sepanang tahun;
*  sistern devisa yang terbuka termasuk pengembalian modal dan keuntungan
memudahkan pelaksanann kegiatan investasi langsung,
Kajiszn Pencrapan Prinsip Transparansi Dalam Ketentuan Hukum
Penanaman Modal Di Indonesia Dan Kendalanya
Ketentuan Asean Mmiesiment Avea  (A04) Pasal 5 tentang Kewajiban
Umam — huruf (b} memberikan kepastan akan adanya penerapan prinsip
tramsparansi yang konsisten melalui regulasi. prosedur admimistrasi dengan
tupuan  untuk  memeperiahonkon kegiatan investasi yang  berkelanfutan,
Transparansi i tdek hanys menvediakan ketnudahan akses informasi
mengenal hukum, kebijakan, dan prosedur pengurusan perizinan st aclak
memerfokan wakiv yang Cpanjang’. Membangun  budaya transpirans
mengendi  hukum dan Ketentuan perundang-undangan  serte kebijakan
pemerintah, akan menjadiken masyarakat pro’ investasi serts berperan
schagai pengawns dalam pembangunan terutama peliksanasnnys Prodegnns
{Program Legislasi Nasional) dan Prolegda i Program Legislasi Daerali). yang

dupal meningkatkan daya tarik investuasi di Indonesia,
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Trunsparansi di bideng hukwm dan kebijokan ini merupakan itk pusal
dari kegiatan investusi, sehingga scharusnyas dapat dengan mdah di akses
supiya keterbukaan informasi publik-pun sesumi perundang-undangan.

Arus penanaman modal asing  kesuafu  Negara  biasanyn  sangat
dipengaruhi oleh iklim investas: yang ada di Negara terschut, untara kin
sumber dava alim yung melimpah, tenaga kerja vang trampil dan rurah,
stabilitas politik, pangsa pasar yang besar dan peaturan sorti kehijuakum
pemerintah vang transparan dan memberikan kemudoahan, Bal-hal mileh ving
menjadi daya tarik bagi penanam modal asing (nvestor), Indonesia schagai
suatu Megara yang berkembang dan mempunya sumhber dayu { akm dan
tenngn  kerji'manusia ) yang melimpah, sckaligus ggngsa pasar yang
marketahie sangat disukai investor, akan tetapi system hskum di Indonesia
belum dapat berjalan dengan buik, sehingga transparansi-pun el dapat
dikatakan sesuni prinsip-prinsp teansparans] sepefti yang disvaratkan olbch
WTO. Pemerintah Indonesin  belum dapai mengimbangi kebijakan yang
dilakukan pemerintah  beberaps  Negara di kawasan  Asia Tenggara
(Singapura, Mulaysia, Republik Rakyat China), seperti  misalnya i
Singapura ada Lembaga-lembaga Pengembangan dun regulasi di bdang
Tnvestasi yang mengikuti dan siap merubah peraturan dan kebijaknnyn sEslER
yang diperlukan pada masa i, dengan kata  lim swp  mengikuti
perkembangan yang terjadi di dunia usaha internasional. demikian jug di
Maluvsia juga ada lembag-lembaga yang merumusiin kebijakan-kebijakan
yang dianggap periu untuk menuju Negars maju di bidang industri secard
penuh; Republik Rakyst China mralah delah  mencanangkan  reformasi
kchijakan sejak tahun 1979," i bidang investast langsung , dengan tetap
memperhatikan kepentingan rakyatnya karens di China mempumym sumber
dave manusia yvang melimpah (@ baik Iaki-laki maupun persmpuan) dan
keheranian China dalam mereformasi kebijakannya ini meningkatkan daya
tarik inveslasi bagi Negars-negara pemodal lamnys, Ketiga Negara ind
dengan sistery pemcrintuhan dan sistem hukum nya telah melaju dengan
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pesat dalam kegiatan invesiasi langsung, meninggalkan Indonesia yang masih

belum serius menangani kegiatan investasi ini,

Perumusin kebijakan dan implementusinga di bidang investasi langsung
haruslah terjamin konsistensinya, supaya memberikan suatu kizpastian kepada
investor dan setiap kebijokan dan pernbahannyn harus dapat di akses secom
mudah sesuai dengan peraturan perundang-undungan vang berlaku tentang
keterbukaan informasi public, seluin #u harus ada sinkronisasi antara
pemeriftah pusat dan pemerinteh dserah,  termama dalam merumuskan
kcbijakan —kebifikan terschu
Upaya melaksanakan (meng-implemetasi-kan) kebijakun-kebijakan yung
dmaksud distas, harustal diikuti dengan penataan hukum yang memeidii,
untuk meningkatkan kimerja dan peran sistem  hukum Indonesia yang
mempunya heberapa kelemahan vang mendasar yaitu :
= Kelemahan sumber daya manusia di bidang hulum, baik menyangkt
indegritas moral, keshlian professwonal, kematanagn  intelekinal.  dan
Wisdm-nya;

* Kelemahan dalam kelembagaan hokum:

» Kolomahun dalam ststem peradilun;

* Kelemahan dalam aliernative penyelesaian senghketa ( ADK )2

Adanys beberapa kelemahan yang mendasar ini perlu sezera diupayakan
langkah-langkah perubahan‘reformasi i semus aspek terscbut  demi
menciptakan iklim investasi yang kondusil dan sehat, Upaya reformasi di
bidang peraturan perundang-undangan’ keteniwan dan kebijakan ini hares di
dukung oleh reformasi budaya hukum masvarakat wang semule pasit menjadi
proaktif karena peran serta mmasvarakal  dulam implementasi  pringip
transparanzl mi schagai suslu condrol dari masyarakat kepada pemcrintah
yang mengeluarkan ketentuan dan kebijukan di bidang investasi khususnya

imvestasi langrsung.
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E. Upaya Mengatasi Kendala

Langkah penataan hukum yang dapat menunjing perubohan iklim
investasi yang kondusil dan sehat, harvs disrahkan atau dititikberatkan pada :
» s ﬁllaat'alﬁan bud:ya hukum ;

« unsur materi huken, baik berupa hukum tertulis. vorisprudensi, msupun
hiikum kebiasann yang tidak 1ertulis;

e unsur aparator  hokum, bk menyangkut kelembagaan hukum, sumber
iy manusin moupun manajensen (1ata laksana hauakum);

& unsur saréna dan prasarana yang dinngeap perlu.
Penyvempurnaan Paraturan Perundang-undangan yang rimah dian pro
pasar, merupakan sty tuntutan untok meningkatkan daya saing mvestasi,
antara lmn © peraturan perpajakan, kepabsanan dan cukat, periindungan stas
hak-hak  kekaysan intelekiual,  pengelolaan sumber  daye  alam  dan
perlindungan tenaga kerja serta perlindungan asset dan kepemilikan asing
yang sahresmi. Selam itu tak kalah pentingaya adalah komitment umtuk
menciptkan kepastian bukum melabn transparanss din keterbukaan i firmasi
publik, serta penyelesain sengkera mebalul proses litigasi maupun non
litigasi vang bersendikan keadilan sena kepastian  hukum. denagn tetap
memperhatikan kepentingun masyarakol.
Upaya terschut diatas merupakan suatu langhkah yang tidak kb,
korera cokup banyvak kendala yang dihadap dalam pencrapan pearturan
perundang-undangun [ ketentuan, baik dari budava hukum m@svarakol,
maupun diri budaya hukum penegak ukum dan pembuat kebijakin.
Beberapu kendala yang dopat diidentifikasikan antara Livim ¢
« sistern peraturan perundang-undangan yang tidak menpikuli program
legislusi nasiomal (prolegnas) schingga magih perlu dingji materiil okeh
Muhkimmah Konstitusi BRI

« adanyn faktor kepentingan yang melckat pada aparal pelaksanu:

» adanya intervensi berupa “tekanan pada aparal penceak ukum;

o adanya pengaruh kolusi dalam jiwa para pensionan aparat penegak hakm
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& adanyu pemantaatan kelemahan peraturan perandang-undangan:
» adsmyva jaringan vang terorganisic dari phak-pihak vang mempunyai
kepentingan tertentu dari invetasi langsung tersebut,

Mencipiakan budaya hukum yang kondusif serta iklim investasi yang
sehal ini diperiukan langkah-langkah yang sistematis sebugai berikut -

i sosialisasi hukam

b, transparansi hukum

c. melalui pendidikan dan keteladanan sehingpa terbentuk budave hokum
yang positf dan konstrukif terhadap iklim yang sehat di bidang investasi
langsung,

Penctapan kebijakan dan dan repulast sedapat mungkin diupayakan
agar lehih mendekatkin dunin usaha dengan masyaraka:, melalui program
dan inisiatil , seperti  program pengembangan musyarakal eommaity
cheveloprint dan cooperate el respinstBiling), sehingga kegiatan imvestiss
tidak banya  diarahkan  kepada  kepentingan para  pemegane  sahom
fshareholders) tetapi juga pada kepentingan para pengmuna (vakeholders),
dengan  demikien diharapkan  budsya hukum  mosyarakat dapat  lebib
mendunia, karena tegaknya peraturan=peraturan hukum terganiung pada
budaya hukum , yaitu @ sikep masyasrakat techadap hukum dan sistem hokom,
xepercayian (). pandangan-pandunagn- pikiran-pikiran, harapan-harapan,
scluin ity tergantung juga pada sub budaya hukum anggota masvarakat yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor yaity kepentingan ekonomiposisi dan
kedudukan, latar belakang pednidikan, lingkungan, budava, agama, dan
bahkan kepentingan-kepentingan politik.

F. Kesimpulan
Upays mengatasi kendala dalam pencrapan prinsip transparansi di brickang
mvestasi i diawah dengan peleburan Undang-Undang PMA dan PMDN
énﬂng—”ndmg Penanaman Modal Nomor 25 Tahl.u‘dﬂll‘ﬂ' dun
Pesaturan Pemerintah Momor | Tahun 2007, dengan meniadakan pembedaan

antara penanam modal nasional dan pensnam modal asing, sclan #u juga

imrenpadi
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ditingkatkannya janingan teknologl untuk mempermudith akses infromass
mengenai peraturan  perundang-undangan di badang imvestasi  schingea
musyarakal dan khususnya peluku usaha memaniapkan Muan peoanaman
modalnya di Indonesia schagal negara tujuan investasi yang menarik bagi
mercka, kirena tidak sda pembedoan pars mvestor, dan investor iapit
berpartisipasi dalam proses denagn posisi yung same dengan warga nogara
Bost conniey,

Demikan juga halnyva dengan Corprorae Secial Respositiline (C58)
schagat suaty pilihan uniuk memngkatkan invesiasi di Indonesia, sekaligus
sebugnl salah sptu penopng pencrpin prinsip transparensi khsusnya dalam
hul peratwran perundang-undanganeteniuan yang turkait demean bidang
investasi langsung. apalagi bila ditkuti dengan comminity devedaprenl dan
good corporate governance, schingga penerimain musyarakat terhadap
kegintan investast khususnyn ponasaman moddal psimg i daerahnya cukup
s fikan.

Proses  pencrupan  prmsip  fanspamnsi i dinwali  dengan
diwajibkannva semua peraturan perundang-undangan untuk diurmumban
kepady masyurakat minimal 10 (sepuluh) har kerja sebelum ditctapkan dan
juga harus dipublikasikan melalui lembaran  negafa, dan menteri yang
bersingkutan harus  mengumpulkan  opmi dan informasi  mengenai
permasalahan yang ada dilapangan dan berbaga pihak melalui FGD (Forum
(rreaup  Discusstion)  naswonal, schingga dapat merumuskan  perubahan
kebijakan vang dilakukan oleh fasr counfry agar memudahkan imvestor untuk
herinvestasi di Indonesia, khususnya dalam kegistan investasi langsung atau
FO (Fovepn Lirect Tvesomeni),

Haropan para sharchafders di bidang mvestasi langsung dan tiduk
langsung adalah tercapainya budaya hukum yang kondusil dan lereiptanya
iklim investasi yang sehai. Harapan bangsa Indonesi adalah dapat bersaing
dengan negara-negars intermasional lummnyi minimal dengan negara-negari di

kawasan Asin Tenggara, karena Indenesia mempu nyai banyak kelebihan dari
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Megara-negara Asty Tenggara, baik dari geografis muanpun sumber daya alam
yvang melimpah,

Mitsl mvestor asing uniuk memunamian modalnva di Indonesia ijak
tshun 1998 mengalami penurusan yang cokup  sigmifikan, akan Letapi
pemerintah Indonesia puda tahan 2004 telah berupaya untuk membangkitkan
kembali daya tarik Indonesia sehagai lempat yang startegiz dolam penanaten
modal investor asing, meskipun belum dapat dikatakan berhasil, akan tetapi
upaya mi mesunjukkon suaty kesungguban yang patur o dukung dengan
perbaikan berbagai aspek dalam bidang invesiasi di Indonesia. Sulsh saty
kebyjukan dalam menumbubkan iklim investasi yung kondusif ini adalah
meliiul peraturan perundang-undangan, yvaite Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2000 tenlang Propenas 2000 — 2004, digwali dengan adanya tahap
pemulthan  perumbuhan  ckonomi Indonesia, melalui  pertumbulinn
nvestasi baik yang foreign indirect investment | meluboi pasar modaf §
maupun yang foreige direel irvesoment | penenaman modal asmg yang
lang&ung h

Permusalahan yang dibadapi dalom pengembangan mvestasi ing
adalah tantangan ekstengl untara luin daya tarik investasi dari beberapa
hegara d Asia Tinwre seperti China, Thailind din Malaysin, di BIEMInE it
tantangun dari internal sendiri antary Fiin prosedur perizinan investasi vang
cukup punjang dan malal ibiava besar), kurangnys kepastian  hukum,
kurangnya insentif investasi _ kuranenys kualitas SEM | kuramg memadainya
infrastrubtur dan  tidak alonyne  Kibijakan vang  mendorong  pengaliban
tekmobogi dan pibak investor (penanam modal). Oleh Lareng ilu, pFioritas
pengembangan pertumbuban investasi ini #do padn upava penegakkan higkom
demi  terciptanya  usahn  seria pengembangin  kapasiis ke lembiponn
pelayanin publik dan komitmen yamg  kKeat dart pemerintah o segiili
tmgkatan umuk meleksanakan perbaikan iklim investasi ini,

Muasih adn Tagi vane perbs dilukukan pemermiah Indonesia, yailu
dilaksanakunnya program peningkatan promosi dan Kerjrsama investasi demi

membangun citra [ndonesia sebagnl negara tujoan investasi VANE menarik,
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Peraturan Presiden  Momor 7 Tahun 20605 dan ndung—L-’mhmg Nomor 17
Tahun 2007 dalum  rencana pembangunan jangks menengah dan rencan
pembangunan jangka panjang telah mengarah pada pembeniukan peraran
penimdang-undangan yang memperhatikan asas umum pemerintahan yang
baik, dengan melibatkan musyaraknt dalam konsultasi publik dalam proses
penvusunan rekemendasi kebutuhan masyarakat yang tertuzngkan dalam
peraturan perundang-undangan dengan tetup mengutamakan prinsip keadilan
dan kesctaraan, sehingga otomatis prinsip transparansi akan terpenuhi pula.
Akan letapi pemenuhan prinsip transparansi yang menjadi peninjang
utama dalam perbaikan iklim investasi ini menghadaps kendala yang cukup
besar, khususnyn dord sekior internal, padahal Indonesia hams  segera
berbernh dalam  bidang investssi apar tidak  ketinggakan sernakin jauh
terutams menghadapi  tantangan eksiemal dan negars Asin Timur seperti

vang telah disehutkan diatas,

DAFTAR BAUAAN
TR

lda Bggys Rahmadi Supancana, 2006, Kerangha Fukum Dar Kebijakan Trvesiasi
Langrsumg £ fnclonesta | Gihalia Indonesia, Bogor

| Gusti Rai Wijaya, 2009, Penangman Modal — Pedoma Prosedur Mendivikan
dan Menfalankan Perusahaan Dalarm Rangha PMA dan PMDY, Pt Pradnya

Paramuty, Jaknria.

Rosyidah Rakhmawati, 2003, Hukww Peranaman Modal Di Indonesia Bayu
Media Publishing, Malang

Teddy Reinier Sondakh, 20089, Implemoniasi prinsip Transparanst dalarm Prokeek
Pencnaman Modal Di Indonesia, Bays Media Publishing, Miskang

&I‘lllldlng-undm;ﬂu

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentung Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tabun 2007 Temang Penanaman Modal
B‘"‘hmﬂ Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas 2000 — 2004
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Juewtal Sapientio et Vistus | Vobwme | Nomas 2 Septemben 2014




